
BLIP A T' I LAM P II N G 5 E L A TAN 

PROVINSI LAMPUNG
 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

HOMOR ?7 G TAHUN 2017
 

TENTANG 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
 

BEA PEROLEHAN HAl{ ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( SPHTS )
 
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menirnbang a. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor 13 Tabun 2011 tentang sistem dan Prosedur 
Pernungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lampung Selatan, 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, rnaka 
perlu rneninjau kernbali Peraturan Bupati dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati 
tentang Sistern dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tabun 1956 tentang 
Pernbentukan Daerah Tingkat II tennasuk Kota Praja 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia NomoI" 1821) ; 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4287); 

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



Menetapkan 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5161); 

9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung SeIatan Tahun 
2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 16). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN' HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Se1atan. 

4.	 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 

5.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

6.	 Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah Kabupaten Larnpung Se1atan. 

7.	 Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

8.	 Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

9.	 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

10.	 Perolehan Hak atas Tanah danjatau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh 
orang pribadi atau badan. 

11.	 Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, 
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang bidang 
pertanahan dan bangunan. 

12.	 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

13.	 Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 
dapat dikenakan Pajak Daerah. 

14.	 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kaIender, yang menjadi 
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 
me1aporkan pajak yang terutang. 



15.	 Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, book yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan , perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi Iainnya, Iembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

16.	 Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat 
PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan 
untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah. 

17.	 Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya 
berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, petjanjian dan penetapan yang diharuskan 
oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam 
suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, 
menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan 
kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu 
oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. 

18.	 Akta Otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh 
Undang--Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai
pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana 
akta dibuatnya. 

19.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menetukan besarnya jurnlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi adminisratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

20.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

21.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sarna besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 



22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLS, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

23.	 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

24.	 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hi tung, 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Sayar, Surat Ketetapan Pajak Derah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar ,Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pernbetulan, 
atau Surat Keputusan Keberatan. 

25.	 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Sayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

26.	 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

27.	 Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu 
keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

28	 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPPD, adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dari/atau 
pembayaran pajak, objek pajak darr/atau bukan objek 
pajak, danlatau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

29.	 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 



30.	 Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 

31.	 Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat 
Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan daerah 
dalam ranggka pelaksanaa APBD pada unit kerja SKPD. 

32.	 Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga 
yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. 

33.	 Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan Zatau 
Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah 
terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah 
darr/ atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat 
perjanj ian, dokumen jual beli, surat hibah, surat warisan, 
dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum. 

34. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang 
selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang 
oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas 
Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan 
hak atas tanah danZatau bangunan. 

35.	 Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS 
adalah formulir yang digunakan untuk menyetor uang ke 
Bank. 

36.	 Akta pemindahan Hak atas Tanah darr/ atau Bangunan 
adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas 
tanah danjatau bangunan dari satu pihak ke pihak lain. 

37.	 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentu 
besarriya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

BABn
 
RUANG LINGKUP
 

Pasal2 

(1)	 Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup 
seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam 
menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

(2)	 Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 



a.	 prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas 
Tanah danjatau Bangunan; 

b.	 prosedur pembayaran BPHTB; 

c.	 prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah 
BPHTB (SSPD BPHTB); 

d.	 prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas 
Tanah danj atau Bangunan; 

e.	 prosedur pelaporan BPHTB; 

f.	 prosedur penagihan; dan 

g.	 prosedur pengurangan. 

(3)	 Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
danj atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta 
pemindahan hak atas tanah danjatau bangunan 
sekaligus perhitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak. 

(4)	 Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak 
terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan 
menggunakan SSPD BPHTB. 

(5)	 Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
adalah prosedur verifikasi yang dilakukan Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas kebenaran dan 
kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. 

(6)	 Prosedur pendaItaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
danjatau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala 
Kantor Pertanahan dan Penerbitan akta oleh PPAT. 

(7)	 Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan j atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerirnaan 
BPHTB dan akta pemindahan hale 

(8)	 Prosedur penetapan Surat Tagihan, SKPDKBjSKPDKBT. 
dan Surat Teguran sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) 
huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak 
Daerah, SKPDKBjSKPDKBT, dan Surat Teguran yang 
dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 

(9)	 Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah 
prosedur penetapan persetujuanjpenolakan atas 
pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 



Pasa13 

(1)	 Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengelo1a Pajak dan 
Retribusi Daerah harus mernpersiapkan fungsi yang 
dibutuhkan, meliputi : 

a. fungsi pelayanan; 

b. fungsi data dan inforrnasi; dan 

c. fungsi pembukuan dan pelaporan. 

(2)	 Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a bertugas melakukan interaksi dengan Wajib Pajak 
dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti 
dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan 
BPHTB. 

(3)	 Fungsi Data & Informasi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database 
terkait objek pajak. 

(4)	 Fungsi pernbukuan dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk 
menyiapkan Laporan Realisasi Penerirnaan BPHTB 
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang 
ditunjuk. 

BAHUI
 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
 

Bagian Kesatu
 
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah danlatau
 

Bangunan
 

Pasal4 

(1)	 Wajib Pajak rnengurus Akta Pernindahan Hak atas Tanah 
dan/ atau Bangunan rnelalui Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2)	 Pejabat Pembuat Akta TanahfPejabat Lelang melakukan 
penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan. 

(3)	 Tata cara pengurusan Akta Pernindahan Hak atas Tanah 
danZatau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Larnpiran I dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PasalS 

(1)	 Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD) BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah. 



(2)	 Wajib pajak menyampaikan SSPD kepada Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk diverifikasi 
sebelum wajib pajak membayar BPHTB. 

Bagian Kedua
 
Pembayaran BPHTB
 

Pasal6 

(1)	 Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah yang 
sudah ditandatangani oleh Wajib Pajak, PPAT dan Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 

(2)	 Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank Pembangunan 
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara 
Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. 

(3)	 Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah 
sebagaimana tereantum dalam Lampiran II dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Baglan Ketiga
 
Penelitian SSPD BPHTB
 

Pasal7 

(1)	 Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi 
Pelayanan. 

(2)	 Pene1itian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : 

a.	 kebenaran infonnasi yang tereantum dalam SSPD 
BPHTB; dan 

b .	 kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB. 

(3)	 Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan. 

(4)	 Tata eara penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupatiini. 

Bagian Keempat 
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak 

Pasal8 

(1)	 Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau 
pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala 
Kantor Bidang Pertanahan. 



(2)	 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat 
melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan 
dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak. 

(3)	 Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima
 
Pelaporan BPHTB
 

Pasal9
 

(1)	 Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan 
dan pelaporan. 

(2)	 Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan inforrnasi 
tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari 
Pendapatan AsH Daerah (PAD). 

Pasall0 

(1)	 Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan Laporan 
BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank 
dan Zatau Bendahara Penerimaan danj atau PPAT. 

(2)	 Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan 
penerimaan BPHTB dari Bank Pembangunan 
Daerah/Bendahara Penerimaan paling lambat pada 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(3)	 Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan 
pembuatan akta perolehan Hak atas Tanah dan/ atau 
Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling 
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(4)	 Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

Bagian Keenam 
Prosedur Penagihan BPHTB 

Pasalll 

(1)	 Prosedur Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB 
terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. 

(2)	 Prosedur Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak 
Daerah (STPD) dan I atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar (SKPDKB) dan I atau Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 



(3)	 STPD dari/atau SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diikuti dengan Surat teguran dan/ atau 
Surat Paksa jika diperlukan. 

(4)	 Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketujuh 
Prosedur Pengurangan BPHTB 

Pasal12 

(1)	 Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan 
disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti. 

(2)	 Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3)	 Tata cara pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABIV
 
FASILITASI
 

Pasal13 

(1)	 Kepala Badan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan 
Bupati ini. 

(2)	 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
mengoordinasikan, menyempurnakan Lampiran-lampiran 
sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, 
melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis 
serta memberikan asistensi untuk kelancaran penetapan 
Peraturan Bupati irri. 

Pasal14 

Jangka waktu penyelesaian fungsi pe1ayanan BPHTB selama 
30 (tiga puluh) hari. 

BABV
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasa115 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Lampung Se1atan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan 
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lampung Selatan dicabut 
dan dinyatakan tidak ber1aku. 



Pasal16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal .q ?ul'· 2017 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDm HASAN 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal t\ l\.l\.i 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

FREDYSM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ?:J <; 



LAMPIRAN I : PERAiURAN BUPA.TI LAMPUNG SELAiAN 
NOMOR TAHUN 2011 
TANGGA~ : 2011 

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU 
BANGUNAN 

A.	 GAMBARAN UMUM 

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah darr/atau bangunan 
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal 
penerimaan hak atas tanah danl atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak selaku penerima hak atas tanah darr/atau bangunan kepada Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak 
yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas 
tanah dao /atau Bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan 
memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak 
atas tanah dan Zatau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan 
pengecekan dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor 
Pertanahan. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak 
atas tanah danj'atau bangunan yang diperolehnya, dalarn prosedur ini 
Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait 
pemindahan hak atas tanah dan Zatau bangunan. 

2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalarn Pengelolaan Pendapatan 
Daerah, yang secara organisasi berbentuk Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah, dalarn prosedur ini, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah berkoordinasi dan bekerja sarna dengan PPAT untuk menyiapkan 
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB). 

3.	 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Merupakan pihak yang rnernbantu Wajib Pajak dalarn rnenghitung BPHTB 
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT 
yakni camat atau notaris, PPAT bertugas dan berwenang untuk : 
a.	 memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor 

Bidang Pertanahan; dan 
b.	 menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah darr/atau 

Bangunan. 

4.	 Kepala Kantor Pertanahan 
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah 
wewenangnya, dalarn prosedur mi, Kepala Kantor Pertanahan 
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak. 



c. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 
Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dari/atau bangunan) 
menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah darr/atau 
bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi 
penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah pihak 
dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, 
dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadi pemindahan hak 
atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai 
dengan dokumen pendukung lainnya. Wajib Pajak selanjutnya mengajukan 
permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan I atau 
Bangunan kepada PPAT dengan melampirkan dokumen pendukung terkait 
perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 

Langkah 2 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta 
dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan Zatau bangunan dari 
Wajib Pajak. Selanjutnya PPAT memeriksa kelengkapan dokumen pendukung 
yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT 
kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada 
Kepala Kantor Pertanahan. 

Langkah 3 
Atas permintaan dari PPAT, Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data 
yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak, 
selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada 
PPAT. 

Langkah 4 
PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan, se1anjutnya 
PPAT memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan 
dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan dan data 
objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat 
melakukan pengecekan objek pajak. dengan melakukan observasi lapangan. 

Langkah 5 
PPAT menyiapkan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan I atau 
Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas 
tanah darr/ atau bangunan yang belum ditandatangani, PPAT kemudian 
menyimpan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah darr/atau Bangunan 
tersebut. 

Langkah 6 
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerirna formulir Surat 
Setoran pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Badan Pengelola Pajak Dan 
Retribusi Daerah. 



Langkah 7 
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, 
maka PPAT menghitung nilai BPHTB te rutang, selanjutnya PPAT mengisi 
informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam forrnulir Surat 
Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh infonnasi yang 
dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. 
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan 
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah danjatau 
bangunan. 

Surat setoran pajak daerah BPHTB terdiri atas 6 (enarn) lembar, dengan 
rincian sebagai berikut : 
a.	 lembar 1 : 

untuk Wajib Pajak. 
b.	 lembar 2 : 

untuk PPAT sebagai Arsip 
c.	 lembar 3 : 

untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan 
pendaftaran. 

d .	 lembar 4 : 
untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran pennohonan penelitian SSPD 
BPHTB. 

e.	 lembar 5: 
untuk Bank Pembangunan DaerahjBendahara Penerimaan sebagai arsip. 

f.	 lembar 6 : 
untuk Bank Pembangunan DaerahjBendahara Penerimaan sebagai 
laporan kepada Fungsi PembukuanjPelaporan. 

Langkah 8 
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang te1ah diisi 
kepada Wajib Pajak. 

Langkah 9 
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi 
dari PPAT. 

Langkah 10 
Wajib Pajak menyerahkan surat setoran pajak daerah BPHTB kepada Badan 
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah untuk diverifikasi dan dicek 
kebenarannya. 



...-= SU RATSETO RA N PNAK DAERAH 
~,... ....... 
~. ~ BEA PERO LEHAN HAK AT AS TANAH DAN BAN GUNAN 

a r--~ 1 ~ (SSPD - BPHTB ) 
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 

-=- PAJAK BUMl DAN BANGUNAN (SPOP PBO) 

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRLB USI OAERAH 
PERHATIAN : BacaJah petuniuk pengisian Dadahalarnan belakang lembar ini terlebih dahulu, 

A. 1. Nama wajib pajak I I I I I I I I I 
2. NPWP LLJ I I I I I I 
3.AJamalwaj ib pajak 
4.Kelurahllll!desa 5.RTIRW : 
7.Kabupaten/kota 

B. I.Nomor Obje k Pajak (NOP) PBB : IT] D:J D:J~ I 
2.Letak Tanah dan atau Bangunan: 
3.KelurahanlDcsa : 4.RTIRW : 
5.KecamaUl O 6. Kabupaten/Kota : 

Pcrhitunsan NJOP P '=3. ~-=. 

Lues NJOI' I'BD/M' 
Uraian (O l i~, IU.l$ tanah alau ball~n8 n yang ( Dii.i berdasarkan SPPT PBB labun 

1W.y;l di peutch) terjadinya perolehan hal:Itahun) 

Tanah (bum i) -H 01 ' ~ Rp
Bangunan .,' 10 Rp 

NJOP PDB . 

. ..  ..._ ... . 

D:J15. Jenis Perclehan hak ,Haltll!lnMdarsatau ban guuan . 

16 Nnmor scrtifikat . 

C A-KUMULASI NILAI PEROLEHA-N HAK SEflIil.lJMNYA 
0 PENGHITUNGAN BPHTIl (hany~-d ii s i berdasarkan penghitungan wajib paiak) 

I .Nilai Perolehan Obiek Paiak (N"POP) mcmperhatikan nilai B.13,B.14.,dan C 
2.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Paiak (NPOPTKP) 
J.Nil ai Perolchan Obick Pajak Kcna Paiak (NPOPKP) 
4.Bea Perolchan Hak Alas Tanah Dan Banaunan yang Terutana 

E Jumlah setoran berdasarkan : 
c:J a Penghirungan Wajib Pajak
c=J b. STPD BPI-ITB I SKPD KURANG BAYAR I SKPD 

KURANG BAYAR TAMBAHAN 
c=J c. Pengurangan di hilling sendiri rnenjadi DO 
c=J d. ................................................................ 

JUMLAH YANG Dl SETOR (dcngan angka) : (dengan hum!) 

I 
Rp 

I 
(berdasarkan penglJilullgan D4 dan pilihsn oj E) 
*) corct varia tidak perlu .-- . . 

................ tgl ................ MENGETAHUl 

WAJIH PAJAKJPENYETOR PPAT I NOTARIS 

Nama Lengkap dan Janda tangan Nama lcngkap.sternpcl.dan landa tangan 

Hanya di isi oleh Nomor Dokumen D:J CD
Petugas BPPRO ~ 

IT] IT]NOP PBB baru.. -_... .._. 

lembar 1 
untuk ", _j ib pejak 

ANGKA 7 x ANGKA 2 

ANGKA2x ANGKA 10 

ANGKA II x ANGKA 12 

RP 

Rp. 

~Rp 

~Rp 

~Rp 

~Rp 

Telah di verifikasi : 
BADAN PENGELOLA 

PAJAK DAN RETRillUSI 
OAERAH 

Nama lengkap .stcmpel .dan landa 

I I I I I I I I I I I I I
 
I
 I I
 I I I I I I I I
 

6.kccamaLan 
g.lwde pos 

I I I I I I I I I I I I D
 

II
 
12
 

13
 

Lu.., , NJOP PBBI 1>1' 

Rp. 

Rp 

Rp 

14 Harga transak sv Nlla,jP3.$8f : 

I
 

2
 
I angka I - angka 2
 3
 
I 5% x ang,ka 3
 4
 

Nomor : "fanggaJ : 
Berdasarkan Pcraluran KDH No : 

_. . 
DITERIMA OLEH :
 

TEMPAT PEMBAYAR.AN BPHTB
 
Tan ggal :... .......... ............. ..................
 

Nama Icngka p.srernpel.dan randa tangan 
langan 

I I I I I I I I I I I I I I
 
I I I I I I I I I I I I I I I I I D
 



lembar 2 
untuk PPAT/notlri 

sebagai ars ip 

~ 
.......... 

r"Y~ (SSPD --
....,;;: :;.-0 

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRlOUSI DAERAJ-I 
PERHATIAN : Bacalah pctunjuk ocnaisian Dada halaman bclakang lembar ini tcrlebih dahulu. 

A. I. Nama wajib pejak I I I I I I I I I I I I 
2. NPW LLJ I I I I I I I I I 
3. Alamat wajib pajak 
4. Kelurahanldesa 5.RTIRW 
7. Kabupatcn/kora 

B. I.Nomor Objek Pajak (NOP) PBS : 
2. Letak Tanah dan atau Bangunan : 
3. KelurahanJDcsa : 4 .RTIRW : 

5. Kecarnatan 6.KabupaleniKola : 

Perhitunsan NJOP PBB : 

Luas NJOP PllIJIM' 
Uraian (Di isi IU8li tanah atau bengunen yang (OilS;bcrdasarkan SPPT rBll ~un 

haknr a d iporoleb) l<"lj.adin)'l percleha n hok/lohu n} 

T. ... h (bumi) --H rn' ho-1 Rp
Bangunan rn' 10 Rp 

NJOP PIlB . 

.... 
1S. Jcnis Perolehan halt 3 135 ranah d.m ata u baogunan : IT] 

16 Nomo I Serti fikat . 

C AKUMULASI N1LAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA 
D PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak) 

I.Niiai Pcrolchan Objek Pajak (NPOP) mernperhatikan nilai B.13,B.14.,dan C 
2.Nilai Pcrolehan Objck Paiak Tidak Kcna Pajak (NPOPTKP) 
3.Nilai PerolehanObiek Paiak Kena Pajak (NPOPKP) 
4.Bea Pcrolehan Hall Mas Tanah dan Banzunan vana Terutana 

E Jumlah setoran berdasarkan : 

c::::::J a. Penghitungan wajib pajak 
c::=J b. STPD BPHTB/ SKPD KURANG S AYAR / SKPD 

c::::::J 
KURANG BAYJ\R TAMBJ\HAN *) 

c. Pengurangan di hitung sendiri rnenjadi o=J % 
c::=J d. . ... .......................................................... 

JlJMLAl-I YANG OJ SETOR (dengan angka) : (dengan huruf) 

I Rp 
I 

(berdasarkan pengliitungan D4 dan pililian di E) 
*) coret vana tidak nerlu 

................ tgl ................ ME NGETAHUI 

WAHB PAJAKIPENYETOR PPAT I NOTARIS 

Nama Lengkap dan tanda tangan Nama tengkap.stempet.dan ianda iangan 

Hanya di isi oleh Nomor Dokumen 
Petugas BPPRD .. 

CD IT] I ) lNOP PSS baru : 

SU RAl' SETORAN PAJAK DAERAH
 
BEA PER OL EHAN HAl< ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 

BPHTB ) 
BERFU NGS J SE BAGA( S(fR AT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJA K 

PAJA]( BUMIDAN BANGUNAN (SPOP PBB) 

I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

6. Kecamatan 
7. Kode Pos 

IT] CD CD=:! I I I I I I I I I I I I I 0 

Luas x N JOP r BB .IM' 

11 Rp. ANGI(A 7 • ANGKA 2 

12 Rp ANGKA 8. ANGKA 10 

IJ Rp. A NG K.A 11 x ANGKA L2 

14 t-I a.rg.a rr.lLr'l:9aksll NiJai p:u::.ar . RP 

.-

--- Rp. 

I "Rp 

I angka I - angka 2 
2 

3 
.. Rp 

"Rp 
I S%x angka3 4 .Rp 

Nomor : Tanggal : 
Bcrdasarkan Peraturan KDH No : 

DITERIMA OLEH : Telah d i verifikasi : 

TEMPAT PEMBAYARAN BPl-ITO BADAN PENUELOLA 
Tanggal :............................................ PAJAK DAN RETRIBUSl 

DAERAH 

Nama lengkap.stempel .dan randa rangan Nama Ieugkap .stempel.dan tanda 
rangan 

IT] IT] I I I I I I I I I I I [ I I 
I I I I J I I I I I 1 ) I 0J 



D. BAGAN ALUR
 
PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMlNDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

No 
Uraian 

Wajib pajak selaku 
Pejabat pembuat akta tanah Kepala kantor pertanahan

penerima hak 
1 Wajib pajak (penerima hak) mengurus perolehan Menurus perolehan hak Dokumen terkartperolehan h ~ J 

hak tanah dan bangunan kePPAT dengan atas tanahdanaiau alas tanah dan bangunan 

menyerahkan dokumenterkaitperolehan ha katas bangunanke PPAT -.-tanah danlatau bangunan 
IT;""' k ~ data terkait ; bj' k2 PPAT menerima dokumen perolehan hak dari ~ 

wajib pajak. PPAT kemudian memeriksa data 
pajakke kepala kantorbidang --
pertanahan Menyediakandata yang dibutuhkan 

megenai objek paiak ke kepala kantor pertanahan. PPATierkait perneriksaan objek paiak 

3. Kepala kantor pertanahan menyediakan data yang I Meyusun draftakta pemindahan Idi butuhkan oleh PPAT terkait perneriksaan objek I 

paiak . 
hak BIas tanah dan/atau bangunan I 

*4. PPAT menyusun draft akta pemindahan hak atas 
P",""i'M I Draft akta ~ tanah danlatau bangunan . fonnulirSSPD- I pemindahan hak arstp 

5. PPAT kemudian menyimpan draft akta 
BPIITB1 :::.:?pemindahan hak atas tanah danlatau bangunan. 

6. Berdasarkan prosedur yag berjalan,PPAT -- menerima fonnulir SSPD-BPHTB dari Form SSPD-

BadanPengelolaPajakdanRetribusi Daerah. BPHTB (6 

lernbar) I 'l7. PPAT menghitung BPHTB terutang,menyiapkan Mengh itung BPTHB 

SSPD-BPHTB. - terutang.menyiapkan SSPD I 
8. WP bersama-sama dengan PPAT kemudian 

I BPHTB.& menandatangani SSPD
RPHTR 

mendatangani SSPD -BPHTB 

I Waj ibPaj ~danI I Lembar J) ILernbar I) ~I BPPRD-TandB1angan 
LembarZ) I ~mb02t I
Lernbar 3) I I Lernbar 3) I 
Lembar4) I Lernbar 4) I 

Lembar 5) I Lembar5) I 
Lembar~ l Lembar~ 
~spn.RPI-1TR !':s pn.RPHTR 



PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB
 

•	 Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar, Lembar pertama diterima Wajib 
Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar Kedua diterima PPAT, 
Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten; 
Lembar Keempat Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar 
kelima diterima Bank Pembangunan Daerah; dan Lembar Keenam diterima 
Bendahara Penerimaan. 

•	 Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik. 

•	 Gunakan 1(satu] SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jerus 
perolehan hak atas dan/atau bangunan. 

•	 Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu 
pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP 

CARA PENGlSIAN : 
HURUF A Diisi dengan data WP 

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas 

HURUF B	 Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan 
atau bangunan 
Angka 1 diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum 
dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan. 
Angka 2 s.d angka 6 diisi dengan letak tanah dan Zatau bangunan 
yang haknya diperoleh. 
Angka 7 s.d angka 13 merupakan table untuk perhitungan NJOP 
PBB atas tanah darr/ atau bangunan yang haknya diperoleh 
Pada Kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBS saat 
terjadinya perolehan 
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan Zbelum ada SPPT PBB angka 
9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PBS yang 
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama yang 
wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas 
permohonan WP 
Angka 14 Diisi harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang 
tercantum dalam risalah LelangZnilai pasar objek tersebut. 

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan 
bangunan sebagai berikut : 

Jenls Perolehan 
Hak Kode Jenls Perolehan 

Hak Kode Jenls Perolehan Hak Kode 

- Pemindahan Hak 

- Jual Beli 

- Tukar Menukar 

01 

02 

03 

- Pemasukan 
dala.m perseroan 
I badan hukum 
lainya 

- Pemisahan hak 
yang 
rnengakibatkan 
peralihan 

- Penunjukan 
pemberi dalam 
lelang 

06 

07 

08 

..- .

- Pemekaran Usaha 

- Hadiah 

- Perolehan hak 
Rumah Sederhana 
Sehat dan RSS 
melalui KPR 
bersubsidi *} 

12 

13 

14 



- Pelaksanaan 

- Hibah 04 
putusan hakim 
yang mempunyai 
kekuatan 

09 
- Pemberian Hak. 

baru 
15 

Hukum tetap 
- Pemberian Hak 

- Hibah Wasiat 05 
- Penggabungan 

Usaha 10 
baru sebagai 
kelanjutan 16 

pelepasan hak. 
- Pernberian hak 

- Waris - Pelebaran Usaha 11 bam diluar 17 
pelepasan hak. 

*) Dalam hal perolehan Hak Rumah Sederhana (Rs. Sehat/ RSH) 
sebagimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan 
perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi 
Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan 
rumah susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan 
Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu 
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang 
Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. 

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan/ atau 
bangunan bersangkutan. 

HURUF C	 Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pemah 
diperoleh sebelumnya untuk mendukung angka ini, dapat 
menunjukkan detail perhitungan. 

HURUF D Diisi dengan perhitungan Bea Perolehan atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) oleh WP. 
Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan 
STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan 
huruf D.d huruf C tidak perlu diisi 
Angka 1 Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga 

transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaiman huruf B 
angka 14. namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui 
atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP ini harus 
mempertimbangkan akumulasi im, jika akumulasi 
sebelumnya belum pernah dikenal BPHTB, maka NPOP 
dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini. 

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk 
kabupaten/kota yang bersangkutan, yang ditetapkan 
Kepala Oaerah [Informasi mengenai besarnya NPOPTKP 
dapat diperoleh melalui DIPENOA setempat) 

Angka 3 Cukup Jelas 
Angka 4 Diisi dengan hasil perkaWajib Pajakn antara NPOPKP 

(angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai pasal .. .. 
Perda No Tahun ) 

HURUF E Diisi dengan memberi tanda ax" pada kotak yang sesuai 
dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak 
Huruf a.Jika setoran akan dilakukan sebagimana huruf C 
Huruf b Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di 

huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah 
BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas 



Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat 
ketetapan	 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Kurang Bayar Tarnbahan (SKBKBT) 

Huruf c	 Jika WP merneriuhi syarat tertentu untuk mendapatkan 
pengurangan dari jumalah yang seharusnya ada dihuruf C. 
Diiei dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

Huruf d	 Jika terdapat dasar /ketentuan lain selain huruf a, huruf b, 
huruf C, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK 
KeberatanjPutusan Banding/ Putusan lain yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda 
dengan yang tertera pada HURUF C. 

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG OISETOR diisi memperhatikan HURUF 0-4 dan 
pilihan pada HURU F E 

•	 Jika E-a dipilih, makajumlah setoran menggunakan 0-4 
•	 Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E

b 
•	 Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan 0-4 dikalikan dengan 

prosentase yang dinyatakan di E-c 
•	 Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E

d 
Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalarn kotak) dan huruf (pada 
bagian yang d iarsir]. 

Catatan:	 Dalarn hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap 
mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada 
bagian JUMLAH SETORAN. SSPD BPHTB Nihil cukup diketahui oleh 
PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan 
[WP tidak perlu ke Bank Pembangunan Daerah Bendahara 
Penerimaan] . 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN
 



LAMPIRA.N I I : PERA,TURA.N SUPA,TI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TA.HUN 2017 
TA.NGGAL : 2017 

TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU 
BANGUNAN 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan 
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang 
melalui Bank Pembangunan Daerahl Bendahara Penerimaan, dalam prosedur ini 
Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan 
penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah atau 
seeara tunai melalui Bendahara Penerimaan. 

B.	 PlHAK TERKAIT 

1. W~ib Pajak Selaku Penerima Hak 
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang 
atas perolehan Hak Atas Tanah dany atau Bangunan. 

2.	 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB 
sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan 
membantu melakukan perhitungannya. 

3.	 Hadan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah 
Merupakan pihak yang memverifikasikan SSPD BPHTB sebelum disetor 
oleh Wajib Pajak . 

4. Bank Pembangunan Daerah / Bendahara Penerimaan 
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib 
Pajak, dalarn prosedur ini Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara 
Penerimaan berwenang untuk : 
a.	 menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak; 
b.	 memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB; 
c.	 mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak 

lengkap/ kurang; 
d.	 menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan 
e.	 mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6. 

C.	 LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran 
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi, Surat Setoran BPHTB 
tersebut merupakan Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk 
melaporkan data perolehan hak atas tanah dan I atau bangunan. Surat 
Setoran BPHTB terdiri atas 6 (enam) lembar, dengan perineian sebagai 
berikut: 
a.	 Lembar 1 :
 

untuk Wajib Pajak.
 



b.	 lembar 2 
untuk PPAT sebagai Arsip. 

c.	 lembar 3 : 
untuk kantor Pertanahan sebagai lampiran pennohonan pendaftaran. 

b .	 lembar 4 
untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampi ran pennohonan penelitian SSPD 
BPHTB. 

c.	 lembar 5: 
untuk Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan sebagai Arsip. 

d.	 lembar 6 : 
untuk Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan sebagai 
laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan. 

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak, PPAT dan Pejabat 
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah menandatangani SSPD BPHTB 
tersebut. 

Langkah 2 
Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank Pembangunan Daerab / 
Bendahara Penerirnaan, dan pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak 
kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank Pembangunan 
Daerah/ Bendahara Penerimaan. 

Langkah 3 
Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB 
dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, selanjutnya 
memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai 
BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak. 

Langkah 4 

Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD 
BPHTB, selanjutnya Lembar 5 dan 6 disimpan, sedangkan lembar 1-4 
dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

Langkah 5 
Wajib Pajak Menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank 
Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak kemudian 
melakukan proses berikutnya, yaitu pennohonan penelitian SSPD BPHTB 
kepada fungsi Pelayanan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. 



j SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAl< ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

...-=... 

H 
~;:;A 

...... ~~ 

(SSPD - BPHTB )9 
6ERFUNGSC SEBAGAI SURAT PEMBERCTAHUAN OBJEK PAJAK 

r PAJAKBUM!DAN BANGUNAN (SPOP PBB) 

BADAN PENGELOLA PNAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
PERHATIAN : bacalah petuniuk oenaisian pada haJaman belakang lcmbar ini terlebih dahulu.
 

A I. Nama wajib pajak
 I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPW UJ I I I I I I I I I I 
3. Alamat wajib pajak. 
4. Kelurahan/desa	 5.RTIRW 
7. Kabupaten/kota 

B. J.Nomor ObjckPajak(NOP) PBB : IT] IT] I I I I I I I I 
2. Letak Tanah dan atau Ilangunan : 
3. Kclurahan/Desa :	 4 .RT/RW : 
5. KecamalaIl	 6. Kabupaten/Kota : 

Perhitungan NJOP PBB : 

Lu.., NIOP PBBIM' 
(D1i5iJUilS wah 3LaL1 bangunan )'MI8 (Dii,i berdasarkan SPPT PBB rabun U"""" 

kaknyo d;pcrokh) lcrjadin:ya p.."folchan bak/tahuo) 

II RpTonah (bumi] m' ~ lip
Bangunan 10 Rp 12 Rp. m'H-1 

NJOP PBB . IJ lip . 

.. ..	 ........ ...
 
15. 'cni, Pc:rolchan hall: IW....; tanah dan aUw bangunen . IT] 
16 Nomo r Sertiflkat : 

C AKUMULASI NltAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA 
0 PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan oenahitunnan waiib naiak)
 

I.Nilai Perolehan Obiek Pajak (NPOP) memoernatikan nilai B.13,B.14.,dan C
 
2.Nilai Perolehan Obiek Paiak Tidak Kena Paiak (NPOPTKP)
 
J .NilllfPerolchan Ob jck Paiak Kena Pajak (NI'OPKP)
 
4.1lea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banaunan vana Terutana
 

E	 Jumlah setoran berdasarkan :
 

c=J a. Penghitungan wllj ib pajak
 
c:::J b. STPD BPHTB I SKPD KURANG BAYAR I SKPD
 

KURANGBAYAR TAMDAHAN *) Nomor : 
c=J c. Pengurangan di htung sendiri menjadi IT] %Berdawkan Peraturan KDH No : 
c=J d................................................................. 

JUMLAH YANG DI SETOR (dengan angka) : (dcngan huru() 

Rp
I	 I 

(berdasarkan penghitungan D4 dan nilihan di E)
 
0) coret yang tidak perlu
 

.. ........... ., Igl .... .. .......
 MENGETAHUI
 
WAJIB PNAKIPENYETOR
 PPAT/NOTARIS 

Nama Lcngkap dan tanda tangan Nama lengkap.stempel.dan tanda tangan 

Hanya di isi oleh Nomor Dokumen [1] IT] I I I I I I I I 
Petugas BPPRD .

NOP PBB baru [I] m O::TJ I I I I I I I I 

I I I I I I I I 
1 I I I I I 

6. Kecamatan ; 
8. Kode pos 

I I I I I I I I I D 

t.ua.,x NJOP PBB 

14 Harga mm.w.", Nil., PIlSllf' 

I angka I - angka 2 

I 5% x angka3 

D1TERIMA OLEH : 
TEMPAT PEMBAYARAN BPHll3 
Tanggal :................... ....... ......... ...... ... 

Nama lengkap.stempel.dan tanda tangan 
tangan 

I I I I I I 
t 

lembar 5 
untuk bankyang di 

tinjau bendahara 
penerirnaan 

1M' 

f\NGKA 7. ANGKA 2 

ANGKA 8, ANGKA 10 

ANGKA 11 x ANGKA 12 

RP 

Rp. . _ -

I ~Rp 

2 .-Rp 
3 '-Rp 
4 '-Rp 

Tanggal : 

Telah di veri fikasi : 
BADAN PENGELOLA 

PAJAK DAN RESTRlBUSI 
DAERAH 

Namalengkap.stempel.dan tanda 

I I I I 0 
Lembar 5,6 - Bank yang dirunjuk/Bcndahara Pencrirnaan 



----

~ SURAT SETO RAN PAJAK DAERAHI 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAN GUNAN 

0..::: ;;.-0"

Uralen 

T. ... h (000' ;) 
Bangunan 

- ...1 
(SSPD - BPHTB ) '"-·il ~ 

BERFUNGSI SEBAGAI SUR ATPEMBERITAHUAN 08JEK PAJAK 
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
 

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRJBUSI DAERAH
 
PERHATIAN: Bacalah petunjuk penaisian oada halarnan belakang lembar ini terlebih dahulu.
 

A.	 I. Nama wajib pajak I I I I I I I I I I 
2. NPWP LLJ I I I I I I I 
3. Alarnat wajib pajak 
4. Kelurnhanldcsa :	 5.RT/RW : 

I I I I I I I I I I I I 
I I J I I I I I I I 

6. Kccamatan ; 
7. Kabupalen!kola :	 8. Kode pos 

B. l.Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : IT] [II I I 
2. Letak Tanah dan atau Bangunan ; 
3. KelurnhanlDesa :	 4. RTIRW : 
5. Kecarnatan	 6. Kabupaten/Kota : 

Perhuunsan NJOP PBB : 

Lua... NJOP POIllM ' 
(O i ~' 1 luas laoah .1Il3.u bengu oan y:!ll'}g (D i l ~ berdasarkan SPIT PDB tabun 

haknya dipe re feh] I<QadIR>", pe<olehon h.>k!t.wm) _._ - - f-- _ 
Rp. II10' ho1 Rp 

",' 10 Rp 12H-1 Rp... . 

NJOP PBB . IJ Rp. 

." ....
 
15 Jenil': Per olehan hak atas ranab danarau bangun:.n .
 CD 
16. No mOI Seniroka, . 

C AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA 
D PENGHrTUNGAN BPHTB (hanva diisi berdasarkan penghitungan wanb pajak)
 

I.Nilai Pcrolchan Objck Pajak (NPOP) mempcrhatikan nilai B.13.B.14.,dan C
 
2.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
 
3.Nilai Perolehan Obiek Pajak Kena Paiak (NPOPKP)
 
4.Bca Perolehan Hak Atas Tanah dan Banzunan vana Terutana
 

E	 Jumlah sctoran berdasarkan :
 
c=J a. Penghitungan wajib pajak
 
c=J b. STPD BPHTS I SKPD KURANG BAYAR I SKPD
 

KURANGBAYAR TAMBAHAN *) NomOT :

c=J c. Pengurangan di htung sendiri rnenjadi CD%
 
c=J d. ........................................... .... ...............
 

JUMLAH YANG Dr SETOR (dengan angka) : (dengan hurul) 

I Rp 
I 

(berdasarkan penghitungan D4 dan pilihan di E)
 
*) corer vane tidak ocr!u
 

.. .... ..... .. .. , tgl .. .... .. ... .. .. .
 MENGETAHUI
 
WAJIB PAjAKJPENYETOR
 PPAT I NOTARIS 

Nama Lengkapdan tanda tangau Nama Iengkap.stempel.dan tanda langan Nama lengkap.stempcl.dan randaiangan 

Hanya di is; oleh Nnmor Dokumen IT] IT] I I I I I I I I I 
Petugas BPPRO ~ 

NOP PBS baru CD IT] I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 

I I I I I I I I I I I I I I I 0 

Luas x NJO P PBB .IM' 

... 

14 Harga transaksi/ Nilai Pasar : 

I angka I - angka 2 
I 5%x angka 3 

Berdasarkan Pcraruran KDH No : 

DtTERIMA OLEH : 
TEMPATPEMBAYARAN BPHTB 
Tanggal :........................................... 

rangan 

I I I I I 

lembar 6 
untuk bank yang 

dit unj uk/be ndahara 
pcnerimeansbg 
laporan BPPRD 

I 

ANG K A 7 x ANGK A 2 

AN(;KA 8 ' ANG ~ A 10 

AN GKA I I , AN GKA 12 

RP 

RD. 

I ~Rp 

2 ~Rp 

3 ~ Rp 

4 ~Rp ..-

Tanggal : 

Telah diverilikasi : 
BADAN PENGF.LOLA 

PAJAK DAN RESTRIBUSI 
DAERAH 

Nama len gkap.stempel.dan l.3nda 

Lembar 6,6 - Fungsi Pernbukuan dan Pelaporan 



D. BAGAN LUAR
 

Prosedur Pembayaran BPHTB Oleh Penerima Hak Tanah dan/atau Bangunan 

No 
Uraian 

Wajib Pajak 
Bank Pembangunan DaerahlBendahara Penerimaan

Selaku Penerima Hak 

1. Berdasarkan prosedur pengurusan 
Dari prosedur 1(prosedur ~l,mb~ I Iakta pemindahan hak, maka wajib pengurusan akta pernindahan hak Lembar 2) I 

pajak menerirna SSPD-BPHTB Lernbar3) Irdari PPAT 
~Lomb.41 I2. IWajib pajak membayaran BPHTB l.embar5) II Lernbaar 1 1 c=::> Mernbayar BPHTB 

terutang dengan menyerahkan r 
SSPD-BPHTB kepada bank yang l Lembar2) I -..di tuniuk/bendahara penerimaan Y Lernbar 3) I 

3. Bank yang di tunjuklbendahara ~Lom""" I ... 
penerimaan rnenerima Lernbar 5,1 I MenreirnapembayaranBPHTB& Ipembayaran, mendatangi SSPD Lcmbar6~ 

rnendatanzi SSPD- BPHTS 
I 

BPHTB Jembar 5 dan 6, dan 1 lmenyerahkan SSPD - BPHTB 
Lernbar I) ~LombM I) 1 Ilembar 1,2,3, dan 4 l Lernbar 5 

4. Wajib pajak menerima SSPD- Lernbar 2) Lernbar 2) I Lembar6 

JBPHTB lembar 1,2,3, dan 4 
Lembar3 ) 

Lembar 4) 

5. Wajib pajak kemudian mengajukan -
~ 

permohonan penelitian SSPD- Lernbar 4) SSPD-BPHT8 

BPHTB kepada fungsi pelayanan 
SSPD-BPHTB 

-rrI PenyampaianPermohonanPenelitian 1 { Selanjutnya digunakan dalarn proses pelaporan} 
SSPD - 8PHTB ke BPPRO 

BUPATILAMPUNGSELATAN,
 

ZAINUDIN HASAN
 



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL : 2017 

TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH - BEA
 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)
 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses 
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang 
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan 
setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank Pembangunan 
Daerah/Bendahara Penerimaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB 
dilakukan oleh fungsi Pelayanan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. 
Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka fungsi 
Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. 

B.	 PIHAK TERKAIT 

1.	 Wajib Pajak selaku Penerima Hak 
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi 
pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan. 

2. FungsiPelayanan 
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak 
yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, fungsi 
Pelayanan berwenang dan bertugas untuk : 
a. meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan 

Inforrnasi; 
b.memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek 

pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan 
c.menandatangani	 Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang te1ah 

diverifikasi. 

3.	 Fungsl Pengolahan Data 85 Informasl 
Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak, fungsi ini 
menyediakan data terkait objek pajak kepada fungsi Pelayanan. Fungsi 
Verifikasi & Pengolahan Data berwenang dan bertugas untuk: 
a. mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah 

wewenangnya; 
b.	 menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan. 

c.	 LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 
Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang 
dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB, dokumen pendukung tersebut 
terdiri atas : 
a.	 SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah 

(NTPD)/SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD); 
b.	 fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk / 

Surat Izin Mengemudi/ Paspor); 
c.	 Surat Kuasa dan Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); 



d. fotokopi Kartu Ke1uarga atau Surat Keterangan Hubungan Ke1uarga, 
dalam hal transaksi waris. 

e. fotokopi Identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan): 
f. fotokopi Kartu NPWP; dan 
g. dokumen pendukung lain yang diperlukan. 

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, kernudian 
menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB (lembar 4), dan 
dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 2 
Fungsi Pe1ayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB 
(Lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan 
kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan 
Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan 
dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada 
Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data. 

Langkah 3 
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerirna Form Pengajuan Data dari 
Fungsi Pelayanan, selanjutnya merninta data yang dibutuhkan dari sistem 
database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian 
mencanturnkan informasi objek pajak pada form Pengajuan Data. Fungsi 
Pengolahan Data & Infonnasi lalu menyerahkan kernbali data Form Pengajuan 
Data kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 4 
Fungsi Pelayanan rnenerirna Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek 
pajak dari Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data, selanjutnya rnerneriksa 
kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen 
pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Verifikasi 
& Pengolahan Data. Dalam kondisi tertentu, Dinas Pendapatan Daerah berhak 
rnelakukan penelitian lapangan untuk rnengecek kebenaran data secara riil. 
Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri, 

Langkah 5 
Setelah semua kebenaran infonnasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan 
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, rnaka Fungsi Pe1ayanan 
rnenandatangani SSPD BPHTB (lernbar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan 
rnengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi, selanjutnya 
menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak 

Langkah 6 
Wajib Pajak rnenerirna SSPD BPHTB (Lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi 
Pelayanan. 



~ 
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD - BPHTB ) 
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 

PAJAKBUM!DAN BANGUNAN (SPOP PBB) 

BADAN PENGELOLA rNAK DAN RETRlBUSI DAERAH 
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakana lembar in; terlebih dahulu. 

A. I. Nama wajib pajak I I I I I I I I I I , I I I I I I I 
2. NPWP UJ I I I I I I I I I J I I I I 
3. Alamat wajib paiak 
4. Kelurahan/desa : 5.RTIRW : 6. Keeamatan 
7. Kabupaten/kota: 8. Kode pes 

B. J.NornorObjek Pajak (NaP) PBB : 
2. Letak Tanah dan atau Bangunan : 
3. Kelurahan/Desa : 4. RTJRW : 
5. Kecarnatan 6. Kabupaten/Kota : 

Perhitunaan NJOP PBS: 

Lu.., NJOP PBIJIM' 
Unian {Dii si luas ranah 8LIIJ ban,glll"lMl yan,H (I);i ,i benlasa rl:a. SPJ>TPBB tahun 

hllhra diperolch) le~.d,"ra pcrolehan halJuhun) 

Tanah (bumi) iH m' -fo-1 Rp 
II Rp. 

&ngunan m' 10 Rp 12 Rp 

NIOP PBB . ]) Rp. 

. .....- .............. .. 
15. Jcnls P'l-'TO~ehan hak atas la.nahdan aiau bangLJ'IWl . [I] 
16.Nomor Senifik.a, . 

-

C AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA 
D PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan waiib p"jak) 

I.Nilai PeroJehanObjek Pajak (NrOp) mcrnpcrhatikan nilai B.13,B.14.,dan C 
2.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 
3.Nilai PerolehanObiek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) 
4.Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan yang Terutang 

E Jurnlah setoran berdasarkan : 
c=:J a. Penghitungan wajib paiak 
c=:J b. STPD BPHTB I SKPD KURANG BAYAR I SKPD 

KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : 
c=:J C. Pengurangan di hitung sendiri menjadi [[] % 
c=:J d................................................................. 

JlJMLAH YANG D1 SETOR (dengan angka) : (dengan huruf) 

I Rp I 
(berdasarkan penghitungan D4 dan pilihan di E) 

*) coret vana tidak oerlu 
...............,lgl ................ MENGETAHUI 

WAJIB PAJAKJPENYETOR PPATI NOTARTS 

Nama Lengkap dan tanda tangan Nama lengkap.st ernpel.dan tanda tangan 

Hanya di is; oleh Nomor Dokumen CD CD I I I I I I I I I I 
Perugas BPPRO ~ 

[I] CD I I I I I I I I [NOP PHI3 baru : 

Iembar 4 
BPPRDdaJam 

proses penelitian 

CJ 

[[] [[] I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 

1M' 

._-
ANGKA 7 x ANGKA 2 

ANOKA 8 x ANGKA 10 

ANGKA II x ANGKA 12 

i "RP14IIerga IllIJ&k>il NilaiPasar : 

Rp. 

J 
.. ~ .. .~ 

~Rp 

2 ~Rp 

3 "Rp 
4 ~Rp 

Tanggal : 
Berdasarkan Pcraturan KDH No : 

DITERIMA OLEH : Telah di verifikasi : 
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB BADAN PENGELOLA 
Tanggal :............................................ PNAK DAN RESTRfBUSI 

DAERAH 

Nama lcngkap.stempel.dan tanda tangan Nama lengkap.siernpel .dan tanda 

I I I I I 0 

I I I I I 
I I J I 

Laes x NJOP PBS 

I angka I - angka 2 
I 5% x angka3 

tangan 

I I I I 
I I I 

Lernbar 4,6 - Fungsi Pelayanan 



Lampiran 
Hal 

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB 
1 (satu) set 
: peyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti 

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah 
Pemerintah kabupaten lampung selatan 

Yang bertanda tangan ctibawah ini : 

Nama Wajib pajak 
NPWP o::J 
Alamat 

Bersarna ini menyapaikan SSPD-BPHTB untuk d iteliti atas perolehan hak atas nama dan Zatau bangunan 
sebagai berikut. 

NOP 
Alarnat 

Desaj'kelurahan 
Kabupaten I kota 

: CD IT] CO! 11111 I J 10 

Terlarnpir dokumen sebagai be rikut. 
(1) SSPD-BPHTB yang tertera nomor Transaksi penerirnaan daerah (NTPD)ISSPD-BPHTB di sertai bukti 

Penerimaan daerah (BPD) "J 
(2) Fotokopi SPPT atau SITS I struk ATM bukti pembayaran PBBI Bukti pembayaran PBB 

Lainya tahun _ ) 
(3) Fotokopi identitas pajak berupa . 
(4) Surat kuasa dan wajib pajak ."J 
(5) Fotokopi identitas kuasa wajib pajak **) 
(6) Fotokopi kartu NPWP 
(7) __ _ . 

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB 

Keterangan : 
. . ... .. .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. . .. ..... . ...20 . 
*) caret yang tidak perlu 
**\ dalarn hal VRnp dikuasai 

wajib pajak/kuasa wajib pajak *) 

I PENELITIAN I 
Setelah me1akukan pemeriksaan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari wajib pajak, dengan ini kami 
menyatakan bahwa: 

Data objek data yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai 
Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai 
Dokumen pendukung peroleh hak atas tanahj'dan bangunan telah 
lengkap 

20 

Fungsi pelayanan 



































PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SElATAN
 

REGISTER STS
 

BADAN PENGElOLA PAJAK DAN RETRIBUSI OAERAH
 
TAHUN ANGGARAN ..
 

Bendahara Penerimaan 

No No.STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kalianda, tanggal .. 

Mengetahui/ Menyetujui Bendahara Penerimaan 

Penggunaan anggaran 

Nama Nama 
NIP : . NIP : .. 



D.BAGIAN ALUR
 

Prosedur Pelaporan BPHTB 

Uraian Bank yang di tunjuk Bendahara penerimaan Pejabat pembuat Fungsi pembukaan & pelaporan 
akta tanah 

1. Berdasarkan SSPD - BPHTB lembar 5 bank yang di tunjuk menerbitkan nota 
lhrlI' M U' 2kredit atas penerimaan, BPHTB dan wajib pajak 

"'OS.."" ?effib, ;ar;:
2. Bank yang di tunjuk menyerahkan nota kredit ke bendahara penerima BF'h1B 

3. Berdasarkan SSPD - BPHTB lembar 6 dan register SSPD BPHTB 
4. Bank yang di tunjuk memberikan SSPD-BPHTB lembar 6 dan register SSPD 

Dari prosedur 4
 
BPHTB ke fungsi pembukuan dan pelaporan. \PffiY.'d ,.- p~nd"t'.;mm
 

ak ta ka kepa!;:lk.a~ :O r
S. Sementara itu bendahara menerima penerimaan SSPD -BPHTB lembar 5 
t;;d a ng penahaniJn ) 

dan lembar 6 atas penerimaan pembayaran SSPD-BPHTB berdasarkan
 
SSPD-BPHTB secara tunai
 ( A. a.C. & E dan fungs; - !u~i Yil~g lain ) 

6.	 Bendahara penerimaan mencatat penerimaan dalam buku peneriman dan 
penerimaan dan register SSPD-BPHTB berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6 c o 

7. Bendahara penerimaan kemudian menyerahkan register SSPD-BPHTB yang 
SSPDBPHT8 

di lampirkan dengan SSPD-BPHTB lembar 6 ke fungsi pembukaan dan L ~m:'l~·tr6 

pelaporan 
8. Sedangkan penerimaan atas nota nota kredit dari bank yang di tunjukkan 

B \I 'U I.aporan 
maka bendahara penerimaan mencatat peneriman BPHTB dalam buku pen!:'nrT'll'3n pQnt!ftillltl d~:" 

& pcrn Jnd ;i1 a r~ hak penerimaan & penyetoran register STS penyatornn ;l·.3S ;;r ah can {
9. Bendahara penerimaan penyerahan buku peneriman dan penyetoran Regis ter bar.c;un;mRegister

SSPOLaporan pererbitan STSberdasarkan register STS kepada fungsi pembukuan dan pelaporan 8PHPDakta Pem ind3haf'l h.'Jk 
10. PPAT penerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan menyiapkan laporan penerbit	 ali15 tarM eta " 

"' !gunan akta penerimaan hak atas tanah dan atau bangunan 
11. PPATmemberikan laporan penerbltan hak atas tanah dan bangunan ke 

fungsi pembukuan dan pelaporan 
12. Fungsi pembukuan & pelaporan penerimaan dokumen berupa register 

MQnyi.apkan far.oran SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 6 buku penerimaan & penyetoran roai!Ml!:i PAD
 
register STS dan laporan penerbitan akta pernindahan hak tanah dan F*rbtl;USIIc.
 

peca n
 

K.. rUfV$i 

bangunan
 
RetJist.... STP


13.Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut fungsi pembukuan dan 
pelaporan penyusun laporan realisasi PAD. 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : TAHUN 2017 
TANGGAL : 2017 

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur Penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang 
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang 
disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB tidakjkurang 
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bungajdenda. 

Prosedur Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTBjkurang 
Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan 
dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh 
Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah {SKPD} Kurang bayar dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan. 

Prosedur Penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi 
Pe1ayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB 
terutang hingga pada saat jatuh tempo. 

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan 
mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar 
SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan 
Daftar Surat Teguran. 

B. PlHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak 
merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang 
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan 
Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran 
jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang. 

2. Fungsi Pelayanan 
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk : 
a. memeriksa SSPD BPHTB; 
b. menerbitkan STPD BPHTB; 
c. menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB; dan 
d. menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB. 



c.	 LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Penetapan STPD BPHTB 

Langkah 1 
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi 
Penagihan mengarsipkan SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib 
Pajak. 

Langkah 2 
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang 
tidakjkurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bungajdenda. 

Langkah 3 
Atas SSPD BPHTB terutang yang tidakjkurang bayar, salah tulis, salah 
hitung, dan kena bungajdenda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar 
SSPD BPHTB yang tidakjkurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena 
bungajdenda, fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut. 

Langkah 4 
Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD 
BPHTB yang tidak kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena 
bungajdenda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2 (dua). 

Langkah 5 
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2). 

Langkah 6 
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak. 

Langkah 7 
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD 
BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

Langkah 8 
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang 
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 

2.	 Penetapan Surat Ketetapan PaJak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/ 
Kurang Bayar Tambahan BPHTB 

Langkah 1 
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi 
Penagihan akan mengarsipkan SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh 
Wajib Pajak. 

Langkah 2 
Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka 
waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan 
merneriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB 
tersebut dan. atas SSPD BPHTB yang temyata kurang bayar, Fungsi 
Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar. 



Langkah 3 
Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Sayar yang te1ah 
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan 
memeriksa nilai SPHTS terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Sayar 
tersebut. Atas SKPD Kurang Sayar yang masih kurang bayar, Fungsi 
Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Sayar yang masih 
kurang dibayar. 

Langkah 4 
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD 
Kurang Sayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Sayar Tambahan (rangkap 2). 

Langkah 5 
Fungsi Penagihan mengarsipkan SKPD Kurang Sayar (lembar 2) dan SKPD 
Kurang Sayar Tambahan (Lernbar 2) 

Langkah 6 
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Sayar (lembar I) dan SKPD 
Kurang Sayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak. 

Langkah 7 
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas setiap 
SKPD Kurang Sayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

Langkah 8 
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan 
atas setiap SKPD Kurang Sayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada 
Wajib Pajak. 

Langkah 9 
Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar.' SKPD Kurang Bayar Tambahan 
dan membayarkan SPHTS terutang sesuai prosedur pembayaran BPHTS. 

3. Penerbitan Surat Teguran 

Langkah 1 
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTS/ SKPD Kurang Sayar/ SKPD 
Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan : 
a. daftar STPD BPHTB; 
b. daftar SKPD Kurang Bayar; dan 
c. daftar SKPD Kurang Sayar Tambahan. 

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau 
Surat Ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo. 

Langkah 2 
Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi 
dan melalrukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi 
SPHTS yang masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi : 

a. menghubungi Wajib Pajak melalui telepon; dan 
b. mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan. 



Langkah 3 
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau 
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka 
Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib 
Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. 

Langkah 4 
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau 
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, 
maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2). 

Langkah5 
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). 

Langkah 6 
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib 
Pajak. 

Langkah 7 
Wajib Pajak menerima Surat Teguran. 

Langkah 8 
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat 
Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

BADAN PENGElOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
 

BEA PEROlEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 

Nomor: Tahun:
 
Tanggal Penerbitan:
 

Jumlah pajak yang harus di bayar:
 Rp ....... ..................................... 
(...............................) 

letak objek paiak : Nama & Alamat Wajib Pajak 
Kabupaten I kota : • • • • • • • • • • a __ • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kecamatan ..................... ... ............. ............
 
DesalKelurahan .... ..... .............. ............ ...... .... .....
 

Alamat ........ .................. ......... ...........
 

Nap: NPWP:
 

Perincian Pajak Yang Terutang
 

1. Pajak Yang Terutang Menurut SSPD BPHTB/SKPD Kurang bayar
 

/SKPD Kurang bayar Tahun *)
 

Tahun
 

2. Telah di bayar tanggal Rp.
 

3.Pengurangan
 Rp.
 

4.Jumlah yang dapat di perhitungkan
 Rp. 

Rp.5. Pajak Yang Kurang di Bayar ( angka 2 + angka 3 ) 

6. Denda Administrasi 2% x 24 Bulan x Rp Rp.
 

7.Pajak Yang terutang Berdasarkan putusan BPS~.dikurang angka 1
 Rp.
 

8.Pajak yang masih harus di bayar (5+6+7)
 Rp. 

Tanggal Jatuh tempo: Tempat Pembayaran: 

PERHATIAN 

Kabupaten lampung Selatan ........ .................2017 

atas tanah dan bangunan ( STP BPHTB ini 
l.	 Surat tagihanPajak Bea Perolehan hak 

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

harus di lunasi paling lambat satu bulan 
sejak tanggal di terima ) 

2.	 Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo
 
utang pajak belum di lunasi maka
 ............................................... .....
 

tindakan penagihan akan dilakukan
 
dengan penerbitan surat paksa dan lelang
 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
BADAN PENGElOLA PAJAK DAN RETRIBUSI OAERAH 

Daftar 55PO BPHTB 
Yang tidak !Kurang 01 bayar,salah tulis,salah hitung,dan kena bunga atau denda 

No. NAMA OAN ALAMAT WP 
LETAK TANAH DAN 

/ATAU BANGUNAN / 
NOP PBB 

NOMOR DAN 
TANGGAL PENERBITAN 

SSPO BPHTB 

PAJAK YANG KURANG 01 
BAYAR 

(Rp) 

SANKSI AOMINISTRASI 
(Rp) 

PAJAK YANG MASIH 
HARUS 01 BAYAR 

(Rp) 

KETERANG~ 

1 2 3 4 5 6 7 

Fungsi Pelayanan 

NIP.
 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Daftar SSPD BPHTB
 
Yang Kurang dibayar
 

No. 

1 

NAMA DAN ALAMAT WP 
LETAK TANAH DAN 

jATAU BANGUNAN j 
NOP PBe 

2 

NOMOR DAN 
TANGGAL PENERBITAN 

SSPD BPHTB 

3 

PAJAK YANG KURANG 01 
BAYAR 

(Rp) 

4 

SANKSI AOMINISTRASI 
(Rp) 

5 

PAJAK YANG MASIH 
HARUS 01 BAYAR 

(Rp) 

6 

KETERANGAN 

7 

I 

! 

I 

Fungsi Pelayanan 

NIP.
 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

DAFTAR SURAT TEGURAN 

TAHUN . 

II NAMA DAN ALAMAT WP 
PAJAK YANG MASIH I

NOP.NO & TANGGALLETAK OP, YANG 01 TANGGAL HARUS 01 BAYAR . OENOA!SANKSITAHUN PAJAKJENIS PAJAK No. 
SURAT TEGURAN JATUH TEMPOTERBITKAN SURAT (Rp) ADMINISTRASI 

TEGURAN 

42 73 5 51 8 

! 
I 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
BADAN PENGElOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Kepada Yth,
 
Nama:
 
Nap:
 

Alamat: 

SURAT TEGURAN 
Nomor: 

Menurut rata usaha kami saat in; saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut: 

NOP,NO & TANGGALSTPD BPHTB/ 
Tanggal tempo Jumlah tunggakan 

Jenis pajak KURANG BAYAR/SKPD KURANGTahun pajak 
Pajak (Rp) pembayaranBAYAR TAMBAHAN (..) 

JI I' I J I .. ----II 

II " I I II 
(.) caret yang tidak perlu jumlah 

--- ---" 1 

(dengan huruf : _ 

Untuk mencegah panggilan pajak dengan surat paksa berdasarkan Peraturan kepala daerah 
Nomor Tahun tentang penagihan pajak dengan surat paksa , maka diminta kepada saudara agar 

Melunasi jumlah tunggakan palak dalam waktu 21 hari. 

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas dimohon agar saudara segera melapor kepada kami 

PERHATIAN 

PAJAK HARUS DllUNASI DALAM WAKTU 21 

HARI 

SETELAH TANGGAlSURATTEGURAN INI 

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT 

TINOAKAN PENAGIHAN AKAN DI LANJUTKAN 

DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA 

KEPALA BADAN PENGElOLA PAJAK DAN 

RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

NIP. 



D. BAGAN AKHIR 

BAGAN ALUR 1: PENETAPAN STPD BPHTB
 
NO I URAIAN 
1 

2 

3. 

4. 

5 

6 

7 

8 

I Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sbelumnya maka 
Fungsi penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah di 
bayarkan oleh wajib pajak 

Fungsi penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang atau 
tidak /kurang di bayar safah tulis, salah hitung, atau kena sanksi 
atau denda 

I Atas SSPD dan BPHTB terutang atau tidak/kurang di bayar salah 
tulis, salah hitung, atau kena sanksi atau denda rnaka fungsi 
penagihan menerbitkan daftar SSPD BPHTB terutang atau tidak 
/kurang di bayar salah tulis, salah hitung, atau kena sanksi atau 
denda, Fungsi penagihan kemudian mengarsipkan daftar 

tersebut. 

I Fungsi penagihanmenerbitkan SSPD BPBTB berdasarkan daftar 
SSPD BPHTB terutang atau t idak/kurang di bavar salah tulls, 
salah hitung, atau kena sanksi atau denda. Surat tagihan BPHTB 
di cetak rangkap 2. 

Fungsi penagihan mengarsip STPD BPHTB ( lembar 2) 

I Fungsi penagihan mengirimkan STPD BPHTB (Iembarl) 

Fungsi penagihan memperbarui Daftar SSPD BPHTB etas setiap 
tugas tagihan yang telah di kirimkan kepada wajib pajak 

Wajib pajak membayarkan BPHTB menurut STPD 8PHTB sesuai 
dengan pembayaran BPHTB 

WAJIBPAJAK
 

~----- .----
! lembarl 

STPD BPHTB I~ 

L_ 1 
Proses pembayaran 

Danlainnyamengikuti 

FUNGSI PENAGIHAN
 

P..-t'"'''' 
BFffitlI 

p n 
T
 

SSPO 

-;J 
""jllO< WU"'''O y, 

Y"' l9' 1dilt. \ "' ''''9 l1J"",.... . "'''" ~.. . 
Sa' '''' hr.uM. kora ~ll nga.'dunm 

J 
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I~'~=D B~rn~~ Y""l1lidllk ;':1.,.' '9 d i l>oi).,,' . ......l'I (",I;"'. 

Sl loh ~olC lA'lCI , ker a burgn 'donc1a 

'- 

"'-",hi ~", r SSPD 
BPHTB 

r2 

V
A!',;;P 

L~

lantJ;J , 1 
STPDBPHTB 

U 
--f------"" 

M~~ .. ' '''' l
 
Bf'Hltl """.3 ~d ....u;:t:>
 ,
 

Lembo, 2 
STPOBPHTB 

-----------.......
 v
 
L""-:>ar 1 

STPOBPH r u 

........ --...

1
 

Mempertl"naru; CaltJ . STPD 
BPHl6 



l~ I ! ~t..M· ' 

BAGAN ALUR 1: PENETAPAN STPD BPHTB!SKPD KURANG BAYAR TAMBAHAN UNTUK BPHTP 
NO I URAIAN ! WAJIB PAJAK 
1 I Berdasarkan prosedur pernbavaran BPHTB sebelumya maka fungsl 

penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah di bayarkan 

oleh wajib pajak 

2 I Fungsi penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah
 
berjangka waktu 5 ( lima) tahun setelah di bayar oleh wajib pajak I
 

fungsi penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum
 
dalarn SSPD BPHTB tersebut Atas SSPD BPHTB yang ternyata
 
kurang bayar , fungsi penagihan kemudian menerbitkan daftar
 
SSPD BPHTB yang kurang bayar
 

3.	 I Fungsi penagihan juga memeriksa setiap SKPD kurang bayar yang
 
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak di terbitkan ,fungsi
 
penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam
 
SKPD kurang bayar yang masih kurang bayar fungsi penagihan
 
kemudian menerbitkan daftar SKPD kurang bayar yang rnaslh
 
kurang di bavar
 

4.	 I Berdasarkan daftar ytang telah di buat fungsi penagihan
 
rnenerbitkan SKPD kurang bavar (rangkap2) dan SKPD kurang
 
bayar tambahan (rangkap2)
 

Fungsi penagihan mengarsip SKPO kurang bayar (lembar2) dan 5 
;."1';.-( 1" . .. ..; ,, "" .· " ~ l I 

SKPD kurang bayar Tambahan (lembar2) L-------r---
Fungsi penagihan mengarsipkan SKPO kurang bavar (Iembarl) dan5 

~-to SKPD kurang bayar tambahan (Iembarl) kepada Wajib Pajak 

7 Fungsi penagihan memperbaharui daftar SKPD kurang bayar atas
 
setiap SKPO kurang bayar Setelah di kirirnkan kepada wajib pajak
 
Fungsi penagihan memperbaharui daftar SKPD kurang bayar
 

tarnbahan atas setlap SKPD kurang bayar tambahan yang telah di I8 
kirimkan kepada wajib pajak 

Wajib pajak menerima SKPD kurang Bayar I SKPD kurang bayar
 
tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan
 
prosedur pembayaran BPHTB
 

9 

FUNGSI PENAGIHAN 

..... .....'rr ~Q C1tu" 

SKPO !o. tIt",)'"(Jlla\':-Jr SKPDl,"""" boyor 
001'" .~;l'\afI. 

SKPD	 ~ 

t<tt ... 
........~ 

emllar 
SKPO kl.iUrq b il ~'m 

~+:.a r 



BAGAN ALUR 3: PENETAPAN SURATTEGURAN 
NO I URAIAN WAJIB PAJAK FUNGSI PENAGtHAN 
1 I Berdasarkan prosedur penetapan surat teguran 

BHTB/SKPD kurang bayar/SKPD kurang bayar tarnbahan, 
Fungsi penagihanpenyirnpanan : 

Daftar STPD BPHTB 
Daftar SKPD kurangbayar 
Daftar SKPD kurang bayar tambahan 
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, 
fungsi penagihan memantau sural ketetapan 
BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo. 

2 I Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, fungsi penagihan 
rnenghubungi dan rnelakukan pendekatan presuasif kepada 
wajib pajak agar melunasi BPHTB yang masih teruta.ng. 

3 Selama 7 (rujuh) hari sejak jatuh ternpo.atas perrnintaan 
penundaan atau pernbayaran pajak secara mengangsur oleh 
wajib pajak yang disetujui, maka fungsi penagihan terus 
melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar 
melunasi BPHTB yang masih terutang 

4 Selanna 7 (tujuh) hari sejak ternpo.atas permintaan 
penundaan arau pembayaran pajak seeara rnengangsuroleh 
wajib pajak yang disetujui, rnaka fungsi penagihan 
rnenerbitkan 
Sural teguran (rangkap 2) 

s 
fungsi penagihan rnengarsipsurat teguran (lembar 2 ) 

6 
fungsi penagihan mengirimkan surat teguran (lembar 1) 
kepada wajib pajak. 

7 
Wajib pajak menerima surat teguran . 

8 

Fungsi penagihan memberbarui daftar sura! teguran atas 
setlap surat teguran yang dikirimkan kepada wajib pajak. 

Presedur penel.pan JI STPD BHTB!SKPO 

Oaftar STPD ku,angba.yar lambahan 

BPHTB( Ef
 U- t
 I 

Melakukan 

Kurangbayar 
Dattar SKPD ( 

pendekatan secara 
persuasif kepada 

DaftarSKPD ~ 
kurang bayar I ) 

tambahan 

Perm;n!aan 

penundaa n 

pajak secara 
menga ngsur 

Menerbitkan surat 

teRuran 

1 
l embar 1 surat lembar2__ lembar 2 

teguran Lembar 1 <, surat tegura n 
" 

Canarsural 

tegura"" 

r: Sela 7 (tujuh) hari ...., 

Sejak saat [atuh 
Tempo pembayaran 
Mel iputi: 
Meng hubungi wajib 
Pajak melalui telepon 
Mengirimka n surat 
Pemberilahuan dan himbauan 

.... 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAlNUDIN HASAN 



LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : TAHUN 2017 
TANGGAL: 2017 

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi 
Pelayanan dalam menetapkan pesetujuanjpenolakan atas pengajuan 
pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian 
menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokurnen 
pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak. 

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar ketentuan yang berisi 
tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. 
Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & Inforrnasi sebagai pihak yang 
memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak 
Merupakan pihak yang mengajukan perrnohonan pengurangan atas BPHTB 
terutang menurut Surat Ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya. 

2.	 FungsiPe~yanan 

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas un tuk : 
a.	 menerima, menelaah, dan memeriksa pennohonan pengajuan pengurangan 

BPHTB 
b .	 menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB 
c . mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Verifikasi & 

Pengolahan Data 
d. menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan 
e.	 menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat 

Keputusan Pengurangan BPHTB. 

3.	 Fungsi Pengolahan Data & Informasi 
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk : 
a.	 menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, 
b.	 menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan, 

C.	 LANGKAH~LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 
Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang 
dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan salinan 
Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 2 
Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. 
Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan 
Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak. 



Langkah 3 
Fungsi Pelayanan mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan. 
Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan 
permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan 
Data. 

Langkah 4 
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi 
Verifikasi & Pengolahan Data. 

Langkah 5 
Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data menerima Form Pengajuan Data. Fungsi 
Verifikasi & Pengolahan Data kemudian menarik data terkait objek pajak dari 
database objek pajak. 

Langkah 6 
Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data mengisikan Form Pengajuan Data 
dengan data terkait objek pajak. 

Langkah 7 
Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data mengirimkan Form Pengajuan Data (yang 
telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 8 
Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB 
berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksa juga 
dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan 
atau kriteria dalarn Peraturan Bupati. 

Langkah 9 
Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Penolakan 
Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, Surat Keputusan 
Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui). 

Langkah 10 
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan. 

Lagkah 11 
Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan 
BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi 
yang disetujui) kepada Wajib Pajak. 

Langkah 12 
Wajib Pajak Menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran 
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 



PEMERlNTAH KADUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEPUTUSAN KEPALA HADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRJBUSI DAERAH
 

NOMOR; •••...•••......•...... ...
 

TEN TANG
 

PEMBERIAN PENCVRANCAN
 

BEAPEROLEHANHAKATASDANBANGUNAN
 

YANG TERUTANG
 

KEPALA HADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRrOUSJ DAERAH PEMERJNTAH KAOUPATEN
 

LAMPUNG SELATAN.
 

Membaca	 Surat permohonan pengurangan Sea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan atas 
nama __ . 
Nomor: _ tanggal . 

Menimbang a. bahwa hasil pemeriksaan atas pennohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah 
dan Bangunan yang terutang sebagimana dituangkan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan : 
Nomor ; . 
Tanggal : _ . 

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besamya Sea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang; 

Mengingat l. Peraturan Kepala Daerah Nornor .. _ Tahun tentang Bea Perolehan 
Hak alas Tanah dan Bangunan. 

2. Peraruran Kepala Daerah Nomor Tahun Tentang Pemberian 
Pengurangan Sea PeroJehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRlBUSI 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERIAN 
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
YANG TERUTANG. 

Kesatu	 Mengabulkan seluruhnya/ mengabuLkan sebagian/ menolak pennohonan pengurangan 
Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib 
Pajak : 
Nama Waiib Paiak : . 

http:���...���......�


Letak Objek Pajak .
 
Tahun BPHTB : ..
 
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :
 
Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim! Dokumen Lainnya ""):
 
- Nomor . 
- Tanggal : . 
Nap : .. 
Letak Objek : .. 
DesaIKel. : . 
Kecamaran : . 
Kab.lKOla : .. 

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, maka Besarnya 
BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagi berikut : 

a. BPHTB Terutang Rp .. 

b. Besarnya Peogurangan ( ) Rp .. 

c. Jumlah BPHTB yang sebarusnya dibayar Rp . 

(sebesar : ) 

KETIGA : Apabila dikemudian han temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini rnaka akan 
dibetulkan sebagaimana mestinya . 

KEEMPAT: a. AsH Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak: 
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi 

Oaerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di , .. 
Pada langgal . 

Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Oaerah 
Kabupaten Lampung Selatan, 

NIP .. 
*) Caret yang tidak perlu 
**) Diisi sesuai keperluan 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

ZAlNUDIN HASAN 

l. 


